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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
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Prakata Penulis  
 
 
 

Puji syukur kepada Tuhan atas izin-Nya sehingga 
penyusunan buku ini dapat berjalan dengan baik. Tanah 
Adat menjadi isu krusial untuk mendapatkan legalitas 
hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik 
sertifikat hak atas tanah di sebuah wilayah terhadap 
peralihan hak atas tanah masih sangat lemah, hal ini 
disebabkan adanya pemahaman masyarakat hukum adat 
terhadap pengakuan, perlindungan, penghormatan terhadap 
hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan 
berbagai tuntutan masyarakat hukum adat sebagai wujud 
perlindungan hak asasi penduduk asli papua secara damai, 
yang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dijamin 
keberadaannya.  

Bagi masyarakat hukum misalnya adat Papua hak atas 
tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat hukum 
adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini 
masyarakat di luar masyarakat hukum adat, harus 
mendapatkan persetujuan masyarakat hukum adat, dan jika 
tidak lagi dimanfaatkan atau dilepaskan oleh masyarakat di 
luar masyarakat hukum adat , maka tanah tersebut kembali 
menjadi milik masyarakat hukum adat. 

Surat Pelepasan Tanah adat, secara formal memiliki 
kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas 
tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah. 
Oleh sebab itu, buku ini layak menjadi sumber bacaan 
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masyarakat luas untuk mengetahui dan memahami terkait 
pertanahan, hak, peralihan dan perlindungan hukum, di 
mana sampai sekarang kasus sengketa tanah dan hak 
kepemilikan masih menjadi persoalan di masyarakat. 

Buku ini memberikan sumbangsih nyata untuk bahan 
informasi, edukasi dan pengetahuan masyarakat umum dan 
juga pihak pemangku kepentingan untuk bagaimana hak-
hak pertanahan masyarakat khususnya adat bisa 
diperhatikan dan dijamin legalitasnya, mengingat bangsa 
Indonesia memiliki budaya dan adat yang kaya sehingga 
perlu dijaga baik keberlangsungannya maupun aset-asetnya. 

Mudah-mudahan buku ini memberikan kebermanfaatan 
yang luas dan menjadi rukukan yang tepat bagi masyarakat. 
Selamat membaca..! 

 
April 2026 
Penulis 
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